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BUPATI MUSI BANYUASIN

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 14 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI BANYUASIN

Menimbang : a. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 185. ayat (4) Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

|. Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir. dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Musi Banyuasin
telah menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja

“3
Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan

3. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor :
5 852/KPTS/BPKAD/2013 tanggal 12 Desember 2013

tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan APBD
Tahun Angaran 2013 dan Rancangan Peraturan Bupati
Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan APBD
Tahun Anggaran 2013:

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2013 tidak
bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan

N perundang-undangan yang lebih tinggi:

Cc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten
Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2013.

Jin. Kolonel Wahid Udin No. 257 Sekayu, Kode Pos 30711 Sumatera Selatan
Telp. (0714) 321013 Fax. (0714) 322447



Mengingat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1821):

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran

2.

Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569),

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851):

3.

Undang-Undang Nomor 25. Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3952):

T4

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286):

5.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4301):

6.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004, Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

7.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400),

8.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421),

9.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437): sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844):

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438):

Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049),

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan

—

“Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234):

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 109):

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4090),

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan

Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaiamana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang perubahan
ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712),

A
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4502):

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4574):

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575):

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 56 Tahun 2005 tentang SIKD (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155),

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang
Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4577):

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4578):

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585):

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4539),
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34,

35.

36.

37.

38.

39.

40.

A1.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun
2005 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan
Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur:

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun
2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentangn Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan
Keuangan Badan

Layanan Umum Daerah:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran

Pendapatan
dan

Belanja Daerah Tahun 2013: ,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah:

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 22
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah:

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 27
Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM) Kabupaten Musi Banyuasin Tahun
2012-2017:
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 semula berjumlah
Rp.3.147.257.537.000,00 bertambah sejumlah Rp. 264.858.642.000,00 sehingga
menjadi Rp. 3.412.116.179.000,00 dengan perincian sebagai berikut :

(1) Pendapatan
a. Semula Rp 2.671.110.453.000,00.. -
b. Bertambah Rp. 259.180.632.193,99

Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 2.930.291.085.193,99

(2) Belanja Daerah
a. Semula Rp.3.083.257.537.000,00
b. Bertambah Rp... 222.855.847.100,00

Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan Rp. 3.306.113.384.100,00
(Defisit) setelah Perubahan (Rp. 375.822.298.906,01)

(3) Pembiayaan
a. Penerimaan

1. Semula Rp. 476.147.084.000,00
2. Bertambah R .618.009.806,01

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 481.825.093.806,01

|

b. Pengeluaran
|

1. Semula Rp. 64.000.000.000,00
|

2. Bertambah Rp — 42.002.794.900,00
Lg Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 106.002.794.900,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan Rp. 375.822.298.906,01
Sisa lebin pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. 0,00
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Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah
1. Semula Rp 105.765.674.000,00
2. Bertambah Rp. 14.970.578.822,11
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Rp. 120.736.252.822,11
perubahan

Dana Perimbangan
1. Semula Rp. 2.452.571.916.000,00
2. Bertambah Rp. 231.275.822.19988
Jumlah dana perimbangan setelah perubahan Rp. 2.683.847.738.199,88

Lain — lain pendapatan daerah yang sah
1. Semula Rp. 112.772.863.000,00
2. Bertambah Rp. 12.934.231.172,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 125.707.094.172,00
setelah perubahan

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari
jenis pendapatan :

|

a. Pajak Daerah
1. Semula Rp. 23.802.090.000,00
2. Bertambah Rp. 6.028.750.000,00
Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 29.830.840.000,00

Retribusi Daerah
1. Semula Rp. 1.939.456.000,00
2. Bertambah Rp. 1.544.984.000,00
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 3.484.440.000,00

Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
1. Semula Rp. 11.293.500.000,00
2. Bertambah Rp. 0,00
Jumlah Hasil Pengelolaan kekayaan daerah Rp. 11.293.500.000,00
yang dipisahkan setelah perubahan

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
1. Semula Rp 68.730.628.000,00
2. Bertambah Rp. 7.396.844.822,11
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Rp. 76.127.472.822,11
sah setelah perubahan

anis

1,88

b.

),00

,00

00

00

00

00

b.

C.

d.
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(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
1. Semula Rp. 1.937.823.602.000,00
2. Bertambah Rp. 231.275.822.199,88
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Rp. 2.169.099.424.199,88
Pajak setelah perubahan

Dana Alokasi Umum
1. Semula Rp. 451.257.714.000,00
2. Bertambah Rp. 0,00
Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan Rp. 451.257.714.000,00

b.

Dana Alokasi Khusus
1. Semula Rp. 63.490.600.000,00
2. Bertambah Rp. 0,00
Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan Rp. 63.490.600.000,00

C.

(4) Lain —lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya
1. Semula Rp. 45.569.198.000,00
2. Berkurang (Rp. 15.165.909.000,00)
Jumlah Dana bagi hasil Pajak dari Provinsi dan Rp. 30.403.289.000,00
Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnyab.
1. Semula

| Rp. 11.517.806.000,00
2. Bertambah Rp. 13.804.729.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Rp. 25.322.535.000,00
Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula Rp. 55.685.859.000,00
2. Bertambah Rp. '14.295.411.172,00
Dana Tambahan Penghasilan bagi Guru PNS Rp. 69.981.270.172,00
Daerah setelah perubahan

Pasal 3

1 (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung
1. Semula Rp. 955.849.610.100,00
2. Bertambah Rp. 84.995.461.549,00
Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Rp. 1.040.845.071.649,00
perubahan
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b. Belanja Langsung
1. Semula Rp. 2.127.407.926.900,00
2. Bertambah Rp. 137.860.385.551,00
Jumlah belanja langsung setelah perubahan Rp. 2.265.268.312.451,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai
1. Semula Rp. 633.800.499.100,00
2. Bertambah Rp. 4.020.965.360,00
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 637.821.464.460,00

b. Belanja Subsidi

1. Semula Rp. 20.176.000.000,00
2. Bertambah Rp. Z.800.000.000,00
Jumlah belanja Subsidi setelah perubahan Rp. 27.976.000.000,00

c. Belanja Hibah
1. Semula Rp. 57.344.485.000,00
2. Bertambah Rp. 3.776.202.000,00
Jumlah belanja Hibah setelah perubahan Rp. 61.120.687.000,00

d. Belanja Bantuan Sosial
1. Semula Rp. 3.289.360.000,00
2. Bertambah Rp. 200.000.000,00
Jumlah belanja Bantuan Sosial setelah Rp. 3.489.360.000,00
perubahan

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada
Prop/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa
1. Semula Rp. 237.630.740.060,00
2. Bertambah Rp. 2.150.000.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Rp. 239.780.740.060,00
Prop/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa

f. Belanja Tidak Terduga
1. Semula Rp. 3.608.525.940,00
2. Bertambah Rp. 67.048.294.189,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 70.656.820.129,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
belanja :

: a. Belanja pegawai
F 1. Semula Rp. 181.897.311.300,00
: 2. Bertambah Rp. 1.847.107.000,00

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 183.744.418.300,00
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b. Belanja Barang dan Jasa
1. Semula Rp. 704.513.816.354,00
2. Bertambah Rp. 80.244.803.251,00
Jumlah belanja barang dan jasa setelah
perubahan Rp. 784.758.619.605,00

C. Belanja Modal
1. Semula Rp. 1.240.996.799.246,00
2. Bertambah Rp. 55.768.475.300,00
Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 1.296.765.274.546,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan
1. Semula Rp. 476.147.084.000,00
2. Bertambah Rp 5.678.009.806,01

Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 481.825.093.806,01

b. Pengeluaran 6.
1. Semula Rp. 64.000.000.000,00
2. Bertambah Rp 42.002.794.909,00

Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp. 106.002.794.900,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan:
a. Sisa lebih perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SIIPA)

1. Semula Rp. 439.000.000.000,00
2. Bertambah Rp. 19.521.329.898,80

Jumlah SIIPA Tahun Anggaran sebelumnya Rp. 458.521.329.898,80
setelah perubahan

b. Penerimaan Piutang Daerah

1. Semula Rp. 37.147.084.000,00
2. Berkurang (Rp. 13.845.120.092,00)

Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Tahun Rp. 23.301.963.907,21
Anggaran sebelumnya setelah perubahan

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenisb

pembiayaan :

a. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah
1. Semula Rp. 64.000.000.000,00
2. Bertambah Rp. 42.000.000.000,00
Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah
daerah setelah perubahan Rp. 106.000.000.000,00
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b. Pembayaran Pokok Utang sejumlah
1. Semula Rp. 0,00
2. Bertambah Rp. 2.794.900,00
Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah

|

daerah setelah perubahan Rp. 2.794.900,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. LampiranI Ringkasan Perubahan APBD

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah Dan Organisasi

Ringkasan Perubahan APBD Menurut Organisasi Dan
Urusan Pemerintahan Daerah

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Dan Kegiatan

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan
Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan
Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan Dan Per
Jabatan

7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya
yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam
tahun anggaran ini

8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
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Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang
belum tersedia anggarannya dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam
Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk
keperluan mendesak.

Pasal 7

(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) sekurang-
kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Bukan merupakan kegiatan norrnal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak

dapat diprediksikan sebelumnya:

b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang:

Cc. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah:

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan

yang disebabkan oleh keadaan darurat.
|

(2) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada pasal 6
ayat (2) mencakup : ,

a. Progam dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum
tersedia dalam tahun anggaran berjalan:

b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian
yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
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Pasal 8

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Sekayu

pada tanggal 13 Desember 2013
v

1USI BANYUASIN,

/
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Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 13 Desember 2013
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